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ABSTRAK 

 

Skripsi ini mengkaji karakteristik pemberian abolisi dalam praktik hukum 

tata negara di Indonesia, dengan fokus pada perubahan dari masa Orde Lama hingga 

era Reformasi. Abolisi, sebagai hak prerogatif presiden, memiliki dasar 

konstitusional yang diatur dalam Pasal 14 UUD 1945, namun pelaksanaannya 

memerlukan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis bagaimana karakteristik abolisi bervariasi di setiap 

periode pemerintahan, mulai dari instrumen stabilitas politik dan keamanan pada 

Orde Lama dan Baru, hingga tindakan hukum rekonsiliatif yang bersifat individual 

pada era Reformasi. Selain itu, skripsi ini juga menganalisis prosedur pelaksanaan 

pemberian abolisi dalam Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2025 (kasus korupsi 

Tom Lembong) dan Keputusan Presiden No. 449 Tahun 1961 (kasus 

pemberontakan politik), untuk memahami perbedaan dan persamaan dalam 

penerapannya. 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, 

dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum primer 

meliputi UUD 1945, KUHP, KUHAP, dan Undang-Undang Darurat Nomor 11 

Tahun 1954 tentang Pemberian Amnesti dan Abolisi. Bahan hukum sekunder 

meliputi buku-buku hukum, jurnal hukum, makalah, artikel, dan karya tulis ilmiah 

yang relevan. Analisis dilakukan dengan mengevaluasi kesesuaian dan keabsahan 

bahan hukum primer dan sekunder, serta relevansi Undang-Undang Darurat No 11 

Tahun 1954 dengan kondisi hukum dan sosial saat ini. Penelitian ini juga 

menganalisis Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst terkait kasus 

korupsi impor gula yang melibatkan Tom Lembong, untuk memahami 

pertimbangan hakim dan implikasi putusan tersebut. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik pemberian abolisi sangat 

dipengaruhi oleh konteks politik dan hukum pada setiap periode pemerintahan. 

Pada masa Orde Lama dan Baru, abolisi cenderung digunakan sebagai instrumen 

stabilitas politik dan keamanan, dengan kewenangan penuh berada di tangan 

presiden. Sementara pada era Reformasi, pemberian abolisi lebih menekankan pada 

tindakan hukum rekonsiliatif yang bersifat individual, dengan pertimbangan yang 

lebih transparan dan akuntabel. Penelitian ini juga menemukan bahwa prosedur 

pemberian abolisi melibatkan inisiasi, pertimbangan Mahkamah Agung, 

persetujuan DPR, dan penerbitan Keputusan Presiden. Oleh karena itu, skripsi ini 

menyarankan perlunya pembentukan undang-undang yang lebih komprehensif 

tentang abolisi dan amnesti, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam 

proses pemberian abolisi, serta penguatan peran dan independensi lembaga 

pengawas. 

Kata Kunci: Abolisi, Hukum Tata Negara, Hak Prerogatif Presiden, Stabilitas 

Politik, Rekonsiliasi, Reformasi Hukum. 
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ABSTRACT 

 

This thesis examines the characteristics of granting abolition in the practice 

of constitutional law in Indonesia, focusing on changes from the Old Order to the 

Reformation era. Abolition, as a presidential prerogative, has a constitutional basis 

as stipulated in Article 14 of the 1945 Constitution, but its implementation requires 

consideration by the House of Representatives (DPR). This study aims to analyze 

how the characteristics of abolition vary across government periods, from an 

instrument of political stability and security during the Old and New Orders to 

individual reconciliation legal measures during the Reformation era. Furthermore, 

this thesis also analyzes the procedures for granting abolition in Presidential Decree 

No. 18 of 2025 (the Tom Lembong corruption case) and Presidential Decree No. 

449 of 1961 (the political rebellion case), to understand the differences and 

similarities in their application. 

The research method used is normative legal research, with a statute 

approach. Primary legal materials include the 1945 Constitution, the Criminal Code 

(KUHP), the Criminal Procedure Code (KUHAP), and Emergency Law No. 11 of 

1954 concerning Amnesty and Abolition. Secondary legal materials include law 

books, legal journals, papers, articles, and relevant scientific papers. The analysis 

was conducted by evaluating the suitability and validity of the primary and 

secondary legal materials, as well as the relevance of Emergency Law No. 11 of 

1954 to current legal and social conditions. This study also analyzed Decision No. 

34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst, concerning the sugar import corruption case 

involving Tom Lembong, to understand the judges' reasoning and the implications 

of the decision. 

The results show that the characteristics of amnesty grants are strongly 

influenced by the political and legal context of each government period. During the 

Old and New Order eras, amnesty tended to be used as an instrument of political 

stability and security, with full authority vested in the president. Meanwhile, during 

the Reformation era, amnesty grants placed more emphasis on individual, 

reconciliatory legal action, with more transparent and accountable considerations. 

This study also found that the procedure for granting abolition involves initiation, 

consideration by the Supreme Court, approval by the House of Representatives 

(DPR), and issuance of a Presidential Decree. Therefore, this thesis recommends 

the need for the creation of more comprehensive legislation on abolition and 

amnesty, increased transparency and accountability in the abolition process, and 

strengthening the role and independence of oversight institutions. 

Keywords: Abolition, Constitutional Law, Presidential Prerogative, Political 

Stability, Reconciliation, Legal Reform. 
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